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ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf ¢ dan huruf d Undang-Undang
Nomor | Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah,terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun2016, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/
Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang
Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten
Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 230, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor | Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor | Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubemur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 3.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan.; 4.Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 06 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwl Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Walil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 16
Tahun 2019 tentangPerubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1511);7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun2015 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan (kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1498); Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 235 /
PL.02.6-Kpt/3218/KPU-Kab/XI2019 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; Keputusan Komisi
Pemilihan Umum KabupatenPangandaran Nomor : 236/W.01.5-Kpl/KPU-Ka:b/XI20lg
tentang Pedoman Teknis Tahapan,Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020sebagaimana telah diubah dengan
KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten PangandaranNomor 243/PL.OL.5-
Kpt/KPU-Kab-/XII/20I9 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 91/PP.09.3-Kpt/3218/Kab/X/2020 Tahun 2020
diatur tentang:

Tentang Pedoman Teknis pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.; 1.
Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.; 2. Menetapkan Formulir Pembentukan Panitia



Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran |l Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2020.
- Lampiran | : 23 Halaman.

- Lampiran Il : 5 Halaman.



